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BAB III

GERAKAN PEMBAHARUAN DI BIDANG PENDIDIKAN

A. Latar Belakang Berdirinya Persyarikatan Oelama

Pada awal abad ke 20 Indonesia telah dimasuki oleh ide-ide pembaruan

pemikiran Islam, sekaligus ide-ide itu juga memasuki dunia pendidikan. Salah satu

yang terlihat dari pembaruan pendidikan itu adalah munculnya upaya-upaya

pembaruan dalam bidang materi dan metode.1 Dalam bidang materi tidak hanya

semata-mata berorientasi kepada mata pelajaran agama, tetapi dimasukkan pula mata

pelajaran umum. Sedangkan dalam bidang metode, pengajaran lebih bervariasi

dengan mengubah sistem nonklasikal menjadi klasikal.2

Ide-ide pembaruan dalam bidang pendidikan, melahirkan lembaga-lembaga

pendidikan Islam yang tidak lagi berorientasi pada pemisahan antara ilmu agama dan

ilmu umum. Akan tetapi setidaknya walaupun belum seimbang, sudah memunculkan

pemikiran untuk menganggap penting kedua ilmu tersebut. Karena perubahan dalam

pemikiran dan ide-ide, tentulah akan mempunyai arti besar dan akan lama bertahan

apabila perubahan-perubahan ini mendapat tempat dalam kalangan generasi muda.3

1Karel A. Steenbrink, Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke 19 (Jakarta: Bulan Bintang,
1984), 28.
2Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2007), 36.
3Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta:LP3ES, 1980), 51.
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Dengan adanya berbagai pengaruh-pengaruh ide pembaruan, maka munculah

gerakan yang diawali oleh berdirinya Jami’atul Khoir, didirikan di Jakarta pada

tanggal 17 Juli 1905. Organisasi ini bergerak di bidang pendidikan. Pada tahun 1911

berdiri organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI) di Solo oleh KH. Samanhudi. Pada

awalnya organisasi ini bergerak dalam bidang ekonomi tetapi dalam perkembangan

selanjutnya pada tahun 1912 mengalami pembaruan nama dan orientasi menjadi

Sarekat Islam (SI), yang bergerak dalam bidang politik di bawah pimpinan H.0.S.

Cokroaminoto.4

Pada tahun 1912 berdiri organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta di bawah

pimpinan KH. Ahmad Dahlan. Organisasi ini bergerak dalam bidang sosial,

pendidikan dan keagamaan.5 Gerakan inilah yang pada akhirnya dijadikan suatu

model tertentu oleh organisasi-organisasi pembaharu yang muncul pada masa-masa

berikutnya. Sementara itu di Jawa Barat dalam gerakan kebangkitan Islam semakin

berkembang dengan berdirinya beberapa organisasi, seperti Persatuan Islam (Persis)

yang berdiri di Bandung pada tahun 1923 dan Persyarikatan Oelama (PO) pada tahun

1917 di Majalengka.

Pembentukan Persyarikatan Oelama berawal dari pertemuan yang

dilaksanakan pada Rabu, 16 Mei 1916 dengan meminjam tempat di Kantoor

Priesterrand (Kantor Penghulu) Kabupaten Majalengka. Pertemuan itu dihadiri oleh

delapan orang, masing-masing: Mas Haji Ilyas, M. Setjasentana, Habib Abdoellah

4Ibid., 115.
5Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Amzah, 2009), 423.
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Al-Djufri, M. H. Zoebedi, Hidajat, Sastrakoesoema, Atjung Sahlan, dan Abdoel

Halim. Kedelapan orang yang hadir pada pertemuan itu mewakili unsur masyarakat,

guru, dan tokoh agama di Majalengka yang merasa prihatin atas kondisi pendidikan

masyarakat pribumi (Islam). Semula pertemuan itu menyepakati untuk mendirikan

sebuah perhimpunan dan lembaga pendidikan Islam yang bersifat modern.6

Hasil dari pertemuan itu adalah diperolehnya kesepakatan untuk mendirikan

perhimpunan yang diberi nama Jam’iyyat I’ānatul al-Muta’allimīn dengan tugas

utama mendirikan madrasah. Pendirian perhimpunan Jam’iyyat I’ānatul al-

Muta’allimīn dan madrasah Jam’iyyat I’ānatul al-Muta’allimīn mendapat sambutan

baik terutama di kalangan para guru. Selain itu, berbekal kecakapan para pengurus

dan guru Jam’iyyat I’ānatul al-Muta’allimīn, keberadaannya segera diterima oleh

distrik-distrik yang berada di bawah afdeling Majalengka. Menyadari hal itu, para

pengurus Jam’iyyat I’ānatul al-Muta’allimīn memandang perlu adanya badan hukum

resmi dari pemerintah guna meningkatkan status perhimpunan dan lembaga

pendidikan Jam’iyyat I’ānatul al-Muta’allimīn.

Untuk kepentingan itu, perhimpunan memandang perlu segera mengajukan

permohonan badan hukum Jam’iyyat I’ānatul al-Muta’allimīn kepada pemerintah

Hindia Belanda. Para pengurus kemudian menyusun statuten (Anggaran Dasar)

perhimpunan yang di dalamnya dimuat keberadaan madrasah Jam’iyyat I’ānatul al-

6 Wawan Hernawan, Seabad Persatuan Ummat Islam 1911-2011 (Jawa Barat: Yayasan Sejarahwan
Masyarakat Indonesia Cabang Jawa Barat, 2014), 100. Menurut KH. Asep Zacky Pengasuh Pondok
Pesantren Santi Asromo, Wawan Hernawan adalah seorang Sejarahwan di Jawa Barat yang pernah
dibiayai oleh Gubernur Jawa Barat untuk mengungkap arsip KH. Abdul Halim di Belanda pada tahun
2005.
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Muta’allimīn. Setelah selesai penyusunan statuten dengan diwakilkan kepada Habib

Abdullah Al-Djufri segera berkoordinasi dengan Oemar Said Tjokroaminoto

(Presiden SI), untuk selanjutnya menghadap Gubernur Jenderal (toean Besar G. G.)

atas arahan dan bantuan Tjokroaminoto, pada 21 Desember 1917 diterbitkanlah

rechtspersoonlijkheid yang menyatakan penggabungan antara perhimpunan Jam’iyyat

I’ānatul al-Muta’allimīn dan madrasah Jam’iyyat I’ānatul al-Muta’allimīn menjadi

Persyarikatan Oelama.7

Pada awal perkembangan pendidikan, gagasan modernisasi pendidikan Islam

ini setidaknya terdapat dua kecenderungan pokok dalam eksperimentasi organisasi-

organisasi Islam di atas. Pertama adalah titik tolak modernisme pendidikan Islam

yakni sistem dan kelembagaan pendidikan modern (Belanda), bukan sistem dan

lembaga pendidikan Islam tradisional. Kedua, modernisasi pesantren telah banyak

mengubah sistem dan kelembagaan pendidikan pesantren. Perubahan sangat

mendasar, misalnya terjadi pada aspek-aspek tertentu dalam kelembagaan, dalam hal

ini pesantren tidak hanya mengembangkan madrasah sesuai dengan pola Departemen

Agama, tetapi juga bahkan mendirikan sekolah-sekolah umum dan universitas

umum.8

Sebagaimana dikemukakan di atas, modernisme dan modernisasi sistem dan

kelembagaan pendidikan Islam itu sebenarnya telah berlangsung sejak awal abad ke

20 dan nampaknya akan terus berlangsung pula di masa-masa mendatang. Tetapi,

7Deliar, Gerakan Modern, 82.
8Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru (Jakarta: Logos,
1999), 37.
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modernisme sistem dan kelembagaan pendidikan Islam, seperti diterangkan di atas,

berlangsung bukan tanpa masalah dan kritik. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir

ini kritik yang berkembang di tengah masyarakat muslim, adalah hubungan antara

Islam, modernisme, modernitas, dan modernisasi itu sendiri.9

Sebagaimana tersebut di atas, pada permulaan abad ke 20, masyarakat Islam

Indonesia telah mengalami beberapa perubahan baik dalam bentuk kebangkitan

agama, perubahan maupun pencerahan.10 Kebangkitan Islam semakin berkembang

membentuk organisasi sosial keagamaan, seperti kebangkitan kesadaran nasional

Indonesia di Majalengka, dipimpin oleh KH. Abdul Halim. Kebangkitan tersebut

ditandai dengan berdirinya organisasi Hayātul Qulūb, pada tahun 1911. Organisasi ini

bergerak di bidang pendidikan dan ekonomi, namun pada tahun 1917 berubah

menjadi Persyarikatan Oelama dan atas bantuan H.O.S. Cokroaminoto, organisasi ini

diakui secara hukum oleh pemerintah kolonial Belanda.11

Pada tahun 1924 Persyarikatan Oelama secara resmi meluaskan daerah

operasinya ke seluruh Jawa dan Madura. Organisasi Persyarikatan Oelama tidak

hanya membatasi diri pada bidang pendidikan, juga membuka sebuah rumah anak

yatim yang diselenggarakan oleh Fatimiyah, pada tahun 1930.12

Pada bulan April tahun 1932, KH. Abdul Halim mengemukakan gagasan

untuk membentuk sebuah sekolah yang akan melengkapi pelajar-pelajarnya bukan

9Ibid,. 39.
10Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999), 154.
11Ahmad Mansur Suryanegara, Api Seajarah Jilid 1 (Bandung: Surya Dinasti, 2004), 460.
12Zuhairi, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 169.
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saja dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum,

tetapi juga ditambah dengan latihan berupa keterampilan, pertanian, perdagangan,

dan menenun bergantung dari bakat masing-masing.13

Tindakan-tindakan dan pemikiran KH. Abdul Halim lebih ditujukan sebagai

upaya mengembangkan Persyarikatan Oelama dengan cita-citanya memperbaiki

kehidupan umat di berbagai aspek kehidupan seperti sosial, budaya, agama dan

ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat bahwa ketika Persyarikatan Oelama mulai diakui

secara hukum oleh Pemerintah Hindia Belanda, keberadaannya diterima dengan

sangat baik oleh masyarakat Majalengka. Sehingga KH. Abdul Halim lebih dikenal

sebagai seorang pemimpin organisasi pergerakan nasional yang bergerak di bidang

pendidikan, yaitu Persyarikatan Oelama.14

Sampai tahun 1935, Persyarikatan Oelama tidak mengubah statusnya atau

tidak melakukan aktivitasnya di ranah politik. Seperti yang dilaporkan Adviseur voor

Indische Zaken, Persyarikatan Oelama bukan organisasi politik, tetapi organisasi

sosial dengan pendidikan dan dakwah sebagai bidang garapan utamanya.15

Pada tahun 1937, KH. Abdul Halim dan R. Moh. Kelan mengajukan

permohonan perluasan wilayah operasi Persyarikatan Oelama ke seluruh Indonesia.16

13Mastuki at el, Intelektualisme Pesantren Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Keemasan
Pesantren (Jakarta: Diva Pustaka, 2003), 184.
14Miftahul Falah, Riwayat Perjuangan KH. Abdul Halim (Bandung: Masyarakat Sejarawan Indonesia
Cabang Jawa Barat, 2008), 42.
15Ibid., 44.
16Dartum Sukarsa, Potret KH. Abdul Halim Dalam Eksistensi Nasionalisme dan Perbaikan Umat
1887-1962 (Bandung: PT Sarana Panca Karya Nusa, 2007), 84.
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Permohonan ini pun dikabulkan Gubernur Jenderal de Jonge yang ditandai dengan

ditandatanganinya Rechtspersoon No. 43 Tanggal 18 Agustus 1937 oleh J. M.

Kiverson sebagai Algemeene Secretaris. Dengan pengakuan hukum untuk seluruh

Indonesia, Persyarikatan Oelama dapat mendirikan cabang di seluruh Indonesia dan

salah satunya didirikan di Sumatera Selatan.

Dalam usahanya mengembangkan Persyarikatan Oelama, KH. Abdul Halim

tidak hanya memusatkan pikirannya untuk membuka cabang sebanyak-banyaknya.

Beliau pun kemudian mendirikan berbagai organisasi yang kemudian dijadikan

sebagai onderbouw-nya Persyarikatan Oelama. KH. Abdul Halim betapa menyadari

potensi yang dimiliki oleh para pemuda dan kaum perempuan.17

Sehubungan dengan itu, pada tahun 1929 didirikanlah Hizbul Islam

Padvinders Organisatie (HIPO), sebuah organisasi kepanduan yang menampung dan

menyalurkan aktivitas para pemuda di lingkungan Persyarikatan Oelama. Sementara

untuk mengoptimalkan peranan kaum perempuan, Persyarikatan Oelama mendirikan

Fatimiyah pada tahun 1930. Nama ini diambil dari nama Fatimah Az-Zahra, anak

Nabi Muhammad SAW dengan harapan dapat berjuang segigih perjuangan Ibunda

Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husen itu. Oleh Hoofdbestuur Persyarikatan Oelama,

Fatimiyah ditugasi untuk mengelola rumah yatim piatu dan tugas-tugas lainnya yang

tidak bertentangan dengan harkat dan martabat kewanitaan.18

17Ibid., 45.
18Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Inonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES, 1980), 82.
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Selain itu, pada tahun 1932 didirikan juga Perikatan Pemoeda Islam (PPI)

yang kemudian berubah namanya menjadi Perhimpoenan Pemoeda Persyarikatan

Oelama Indonesia (P3OI). Pembentukan organisasi kepemudaan ini segera diikuti

dengan pembentukan Perhimpoenan Anak Perempoean Persyarikatan Oelama. Di

tahun yang sama KH. Abdul Halim juga mendirikan Santri Asromo.

Perkembangan Persyarikatan Oelama cukup pesat, hal ini karena perjuangan

gigih KH. Abdul Halim yang aktif dan kreatif dalam menggerakan organisasi. Dalam

upaya menyebarluaskan dakwah, KH.Abdul Halim juga aktif menulis buku-buku

yang bernafaskan Islam. Melalui tulisan-tulisan KH. Abdul Halim, Persyarikatan

Oelama semakin menggema hingga ke berbagai pelosok. Keberadaanya pun tambah

diakui oleh rakyat, apalagi ketika sudah menjadi organisasi berbadan hukum.19

Dalam memimpin Persyarikatan Oelama, KH. Abdul Halim merupakan tokoh

yang kuat memegang prinsip dan cita-cita pergerakkan. Tetapi bijaksana dalam

bertindak dan senantiasa meminta pendapat orang lain dalam bermusyawarah. Tidak

heran bila KH. Abdul Halim tidak disukai oleh pihak kolonial, sedangkan menjadi

panutan bagi umat. Akan tetapi, bukan berarti tanpa rintangan. Bentuk rintangannya

yang dilakukan penjajah adalah dengan menghalang-halangi rakyat untuk masuk

menjadi anggota Persyarikatan Oelama.

Menurutnya Persyarikatan Oelama bukan persyarikatan orang biasa tetapi

khusus golongan ulama, sehingga yang bukan ulama tidak layak untuk masuk dan

19Dartum Sukarsa, Potret KH. Abdul Halim Dalam Eksistensi Nasionalisme dan Perbaikan Umat
1887-1962 (Bandung: PT Sarana Panca Karya Nusa, 2007), 85.
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ikut dalam berbagai aktivitas yang dilakukan Persyarikatan Oelama. Mereka

menyangka yang bukan-bukan, memfitnah bahwa pendidikan Persyarikatan Oelama

itu adalah sekolah kafir, karena bentuk dan sistemnya tidak seperti sekolah yang

diadakan oleh pemerintah Belanda. Dengan tuduhan seperti itu, KH. Abdul Halim

tidak pernah menyerah untuk terus melakukan pembaharuan pendidikan akhlak

melalui organisasi Persyarikatan Oelama. Semua itu tidak terlepas dari peran Haji

Oemar Said Tjokroaminoto yang senantiasa memberi dorongan dan motivasi.

Bersamaan dengan perkembangan Persyarikatan Oelama, pada tahun 1921,

KH. Abdul Halim menjadi peserta Al-Islam Congres I di Cirebon, Al-Islam Congres

II di Garut pada tahun 1922, dan Al-Islam Congres III di Surabaya pada tahun 1924.

Dalam Al-Islam Congres III mulai dibicarakan mengenai Komite Khilafat yang

kemudian dilanjutkan pembahasannya pada Al-Islam Congres V di Bandung. Hasil

keputusan Kongres Islam III, diantaranya memilih dua orang wakil dari Indonesia

untuk menjadi utusan pada Muktamar Alamil Islami di Makkah. Utusan yang terpilih

ketika itu adalah H.O.S Tjokroaminoto dan Mas Mansur.20

Pada tahun 1931 dalam laporannya penasihat urusan pribumi (Gobee) kepada

Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang pelaksanaan Kongres Persyarikatan

Oelama IX adalah organisasi yang berazaskan politik agama. Gerakannya mirip

dengan Partai Sarekat Islam Indonesia, namun jauh lebih moderat. Mereka aktif

dalam bidang pendidikan, dakwah dan penguatan ekonomi pribumi. Jalannya

20 Wawan Hernawan, Seabad Persatuan Ummat Islam 1911-2011 (Jawa Barat: Yayasan Sejarahwan
Masyarakat Indonesia Cabang Jawa Barat, 2014), 109.
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Kongres IX Persyarikatan Oelama itu dimuat dalam Soera P.O. Nomer 6,7,8. Tahun

III. Juni-Agustus 1931.

Selain Kongres IX pada tahun 1913, kongres Persyarikatan Oelama yang

mendapat perhatian daeri pemerintah Hindia Belanda adalah Kongres XIII di

Indramayu. Dalam laporan Gobee pada 23 September 1935, disebutkan kongres ke 13

Persyarikatan Oelama merupakan pertemuan tahunan yang dihadiri oleh 38 cabang

dan 50 perwakilan sekolah Persyarikatan Oelama. Materi yang diangkat dalam

kongres itu adalah mengenai ciri penting sekolah-sekolah Persyarikatan Oelama,

yaitu selain diajarkan ilmu agama dan umum juga diajarkan bahasa Belanda dan

Inggris. Pada kongres itu mengemuka pula tentang pendirian sekolah di pedesaan,

yaitu Santi Asromo.21

Pada kongres Persyarikatan Oelama ke XV yang diadakan di Majalengka,

pada tanggal 14-18 April 1938 terpilihlah KH. Ahmad Ambari sebagai ketua

Pengurus Besar Persyarikatan Oelama, menggantikan KH. Abdul Halim. KH. Ahmad

Ambari mengelola organisasi Persyarikatan Oelama bersama M. Asyikin Hidayat dan

Abdul Wahab, masing-masing selaku Sekretaris dan Bendahara. Walau demikian,

KH. Abdul Halim sudah tidak lagi memimpin Persyarikatan Oelama, kiprahnya untuk

menghidupkan denyut jantung organiasasi itu masih tetap diandalkan. Sementara KH.

Abdul Halim menjadi sebagai penasihat Persyarikatan Oelama.22

21Ibid., 113.
22Dartum Sukarsa, Potret KH. Abdul Halim Dalam Eksistensi Nasionalisme dan Perbaikan Umat
1887-1962 (Bandung: PT Sarana Panca Karya Nusa, 2007), 87.
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B. Tujuan Berdirinya Persyarikatan Oelama

Persyarikatan Oelama merupakan organisasi pembaharuan pendidikan. Sistem

pendidikan Persyarikatan Oelama yang dipimpin oleh KH. Abdul Halim, pada

mulanya memakai sistem pendidikan tradisional atau sistem halaqah yang kemudian

digantinya sebagai pendidikan modern. Disamping itu tidak hanya memberikan

pendidikan kepada murid-muridnya yang bertujuan membentuk kepribadiannya,

tetapi juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk meraih suatu jabatan

dengan bekal ketrampilan yang terlatih.23

Sejak lahirnya, Persyarikatan Oelama menyatakan diri sebagai organisasi

yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Secara struktural organisasi ini terdiri

atas Pengurus Besar dan empat majelis. Pengurus Besar Persyarikatan Oelama

menaungi, berbagai majelis perusahaan umum yang membidangi perkoprasian dan

pertenunan, majelis perguruan yang mengelola di bidang pendidikan dan pengajaran,

majelis pemuda yang mengurus bidang kepemudaan dan pengkaderan anggota

Persyarikatan Oelama, dan majelis ilmu pengetahuan mengelola bidang keagamaan

dan publikasi.24

Organisasi Persyarikatan Oelama mempunyai tujuan tertentu yang

mempengaruhi perjuangannya, sebagai suatu gerakan Islam. Persyarikatan Oelama

dibentuk dengan tujuan untuk mencapai terwujudnya Islam raya dan kebahagiaan

umat, untuk menuju terlaksananya Syarī’ah Islāmiyah Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā’ah

23Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah (Jakarta: LP3ES, 1994), 75.
24Dartum, Potret KH. Abdul Halim, 83.
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untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur yang di ridloi Allah Subhānahu wa

Ta’ālā.Tujuan Persyarikatan Oelama juga mulai ditetapkan sebagai berikut:

a. Menyiarkan dan memajukan pengetahuan agama Islam diantara penduduk tanah

Jawa dan Madura, dengan lantaran mendirikan madrasah-madrasah dimana

seluruhnya pengajaran untuk mengesahkan ibadah rizki yang halal. Dan

menyiarkan agama dengan lantaran bacaan kitab-kitab ke dalam rupa-rupa bahasa

dan mengadakan bacaan kitab-kitab tentang Islam, dan membuka pidato-pidato

dalam agama Islam.

b. Memajukan keperluan tentang harta bendanya orang-orang Islam terutama ulama-

ulamanya, dengan lantaran mendirikan vennootschap (perusahaan) atau cooperatie

yang cocok dengan aturan Islam.

c. Memelihara tali persaudaraan diantara anggota dan membangunkan hati mereka

itu akan suka tolong menolong satu sama lain.

Dari tujuan di atas dapat dipahami bahwa Persyarikatan Oelama bergerak

dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial.25

C. Usaha-usaha Pembaharuan Pendidikan

Pendidikan Islam mempunyai sejarah yang panjang. Dalam pengertian seluas-

luasnya, pendidikan Islam berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri.

Pada akhir abad ke 19 dimulailah pendidikan yang liberal. Pada masa itu, pendidikan

25 Wawan Hernawan, Seabad Persatuan Ummat Islam 1911-2011 (Jawa Barat: Yayasan Sejarahwan
Masyarakat Indonesia Cabang Jawa Barat, 2014), 104.
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kolonial juga diperuntukkan bagi sekelompok kecil orang Indonesia (terutama

kelompok berada), sehingga semenjak tahun 1870 itu mulai tersebar jenis pendidikan

rakyat, yang berarti juga bagi umat Islam Indonesia. Meskipun begitu satu perluasan

pendidikan kepedesaan bagi seluruh lapisan masyarakat baru terlaksana pada

permulaan abad ke 20.26

Pembaharuan Islam yang terjadi pada abad ke 20, sebenarnya bukanlah

merupakan suatu aktifitas lokal umat Islam di Indonesia. Karena pada saat itu juga

terjadi gelombang pembaharuan dan kebangkitan dalam dunia Islam yang digaungkan

dari Timur Tengah dan Asia Selatan dalam menghadapi penjajahan dan kolonialisme

barat.27 Pembaharuan di Indonesia sulit terjadi kecuali dengan adanya interaksi ulama

Indonesia dengan ulama-ulama Timur Tengah, baik itu melalui pendidikan, ibadah

haji ataupun lainnya.

Karel A. Steenbrink menyimpulkan ada empat faktor yang mendorong

berlangsungnya pembaharuan Islam di Indonesia pada awal abad ke 20, yaitu: (1)

keinginan untuk kembali pada kepada Al-Qur’an dan Hadist dalam melihat kegiatan

dan tradisi keagamaan yang ada, (2) semangat perlawanan nasional terhadap

penguasa kolonial Belanda, (3) usaha yang kuat dari orang-orang Islam untuk

memperkuat organisasinya di bidang sosial ekonomi, dan (4) pembaharuan

26Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah (Jakarta: LP3ES, 1994), 24.
27Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 155.
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pendidikan Islam, karena pendidikan Islam yang ada saat itu kurang dapat mencapai

hasil sebagaimana yang diinginkan.28

Dalam hal ini pembaharuan pendidikan Islam bisa berbentuk gerakan: (1)

puritanisasi, yaitu menjaga isi dan materi pengajaran pendidikan Islam yang

berdasarkan atas al-Qur’an dan Hadist, dan (2) kontekstualisasi yaitu aktivitas lokal

sebagai hasil interpretasi dari berbagai ajaran dan nilai yang ada dalam agama Islam

yang berdasarkan pada pemahaman al-Qur’an dan Hadist.

Abad ke 20 merupakan abad pergerakan dan modernisasi bangsa dan umat

Islam Indonesia. Hal ini terlihat dari berbagai pergerakan yang dilakukan sejak awal

abad tersebut yang puncaknya adalah kemerdekaan Indonesia dari penjajahan negeri

asing, hingga akhir abad yaitu dengan adanya gerakan reformasi kehidupan berbangsa

dan bertanah air. Pembaharuan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia meliputi aspek

politik, ekonomi, sosial, pendidikan maupun agama.29

Gerakan pembaharuan pendidikan Islam yang terjadi pada awal abad ke 20 ini

ternyata pada masa selanjutnya mempunyai nilai dan arti penting bagi perkembangan

pendidikan Islam di Indonesia pada khususnya dan sistem pendidikan di Indonesia

umumnya. Karena dalam pergerakan inilah umat Islam Indonesia mengenal dan

menerapkan untuk pertama kali sistem pendidikan modern di dalam kegiatan

kependidikannya.

28Karel, Pesantren, 42.
29M. Miftahul Ulum, “Akar Sejarah Pemikiran Modern Islam dan Pendidikan Islam di Indonesia,”
(Skripsi, STAI Ponorogo, Fakultas Tarbiyah, 2009), 100.
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Pembaharuan yang terjadi sesuai dengan kecenderungan dan perubahan dunia

Islam saat itu. Menurut Azyumardi Azra, gerakan pembaharuan Islam di Indonesia

dari waktu ke waktu aktifitasnya semakin menuju kearah permurnian ajaran agama

Islam. Dengan demikian pembaharuan pendidikan Islam pada awal abad ke 20

mempunyai hubungan kuat yang tidak bisa dilepaskan dari pembaharuan Islam saat

itu.

Pembaharuan pendidikan Islam dapat diartikan sebagai pembaharuan dalam

bidang kependidikan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang meliputi konsep

pendidikan dan sistem pendidikan dengan mengadakan berbagai aktivitas baru untuk

memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi manusia dalam kehidupannya

dengan adanya berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat.30

Seperti dikemukakan di atas pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia

terdapat gerakan pembaharuan Islam di Majalengka, Jawa Barat berkembang menjadi

Persyarikatan Oelama, yang dipimpin oleh KH. Abdul Halim. Dalam bidang

pendidikan, KH. Abdul Halim menyelenggarakan pelajaran agama seminggu sekali

untuk orang-orang dewasa, yang diikuti empat puluh orang. Beliau kemudian

menggunakan sistem klasikal. Meskipun pada awalnya sistem ini kurang mendapat

sambutan dari masyarakat, namun dengan kian mundurnya pesantren-pesantren lama,

akhirnya sistem ini pun diterima masyarakat.31

30Fuad Hasan, Dasar-dasar Kependidikan (Jakarta: Rhineka Cipta, 1995), 193.
31Mastuki at el, Intelektualisme Pesantren Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Keemasan
Pesantren (Jakarta: Diva Pustaka, 2003), 182.
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Di samping kondisi pendidikan yang tidak seimbang, keadaan masyarakat pun

begitu mempengaruhi pemikiran KH. Abdul Halim di bidang pendidikan.

Kemiskinan dan keterbelakangan penduduk pribumi mayoritas merupakan kaum

muslimin. Hampir semua sumber penghidupan duniawi dikuasai oleh masyarakat

bukan muslim. Keterbelakangan disebabkan oleh rendahnya pendidikan yang

diterima oleh kaum muslimin. Dengan kebodohan itu, kaum muslimin banyak

meninggalkan perintah Allah SWT dan justru, karena kebodohannnya itu, banyak

menjalankan larangannya. Kalau pendidikan yang baik diberikan kepada kaum

muslimin, niscaya mereka tidak akan hidup dalam keterbelakangan.32

Meskipun kondisi kaum muslimin seperti itu, bukan berarti mereka tidak

dapat mengubah nasibnya. Salah satu sumber perubahan itu adalah mengurangi

pertentangan di antara kaum muslimin mengenai latar belakang pendidikannya.

Perasaan bahwa lulusan sekolah lebih maju pengetahuannya dan lulusan pesantren di

pandang lebih lemah atau sebaliknya, harus dihilangkan dalam kehidupan sehari-hari

masyarakat. Sulit memang menyatukan pendapat yang berbeda itu, sehingga

mendorong KH. Abdul Halim memikirkan cara lain, yakni membangun suatu sistem

pendidikan yang mengintegrasikan kedua sistem pendidikan itu. Dengan perkataan

lain, KH. Abdul Halim meyakini bahwa memperbaharui pendidikan akan membawa

perubahan dalam kehidupan masyarakat.

32 Miftahul Falah, Riwayat Perjuangan KH. Abdul Halim (Bandung: Masyarakat Sejarawan Indonesia
Cabang Jawa Barat, 2008), 67.
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Salah satu kegiatan yang menonjol adalah pertolongan kepada para pelajar

dengan membentuk Jam’iyyat I’ānatul al-Muta’allimīn. Antara tahun 1917-1920

telah dibangun 40 Madrasah, sebagian besar di Jawa dengan metode pengajaran

modern yang pada saat itu mendapat tentangan dari berbagai pihak. Pada Kongres IX

Persyarikatan Oelama, KH. Abdul Halim melahirkan ide untuk membangun sebuah

pesantren, dimana santri tidak saja belajar agama tetapi juga dilatih berbagai

kerajinan dan keterampilan, sesuai dengan bakat masing-masing.33 Pesantren ini

bernama Santi Asromo.

Dalam mengembangkan bidang pendidikan, KH. Abdul Halim juga

memperluas usaha di bidang dakwah dengan menjalin hubungan beberapa organisasi,

seperti Muhammadiyah, Sarekat Islam, dan Ittihad al-Islamiyah (AII). Selain itu KH.

Abdul Halim juga mendirikan berbagai perusahaan, antara lain pada tahun 1927,

beliau membeli dua setengah hektar tanah untuk pertanian, sebuah percetakan pada

tahun 1930 dan sebuah perusahaan tenun pada tahun 1939. Untuk segala keperluan di

bidang perusahaan ini semua guru-guru Persyarikatan Oelama diwajibkan untuk

menanam saham di perusahaan tersebut, sesuai dengan kemampuan. Tujuannya, agar

perusahaan berkembang pesat.34

Dengan menjadikan Persyarikatan Oelama sebagai organisasi perjuangannya,

KH. Abdul Halim mulai melangkahkan kakinya untuk menggapai cita-citanya, yakni

33Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2007), 100.
34Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksra, 2004), 169.
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memperbaiki umat dari keterpurukan.35 Sebagaimana organisasi-organisasi lainnya,

Persyarikatan Oelama juga menyelenggarakan tabligh dan mulai tahun 1930

menerbitkan majalah dan brosur sebagai media penyebaran cita-citanya.36 Melalui

tabligh, acara Maulidan misalnya, KH. Abdul Halim selalu memperjuangkan hak-hak

umat Islam khususnya dalam menjalani kehidupannya. Acara itu selalu dihadiri oleh

banyak masyarakat, mereka mendatangi tempat KH. Abdul Halim berceramah

dengan arak-arakan.37

Selain melalui tabligh, perjuangannya menuntut hak-hak umat Islam

dilakukan juga secara langsung dengan mempertanyakan kebijkan yang dikeluarkan

oleh Pemerintah Hindia Belanda. Hal-hal yang dibicarakan adalah beberapa

permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam seperti masalah upaya memasukkan

pelajaran agama dalam kurikulum sekolah umum. KH. Abdul Halim menuntut agar

ajaran Islam dijadikan sebagai bagian dari sekolah umum agar para siswa mendapat

pengetahuan dunia dan akhirat secara seimbang. Ajaran Islam perlu dimasukkan ke

dalam kurikulum, mengingat sebagian besar siswa sekolah umum itu beragama

Islam.38

35 Miftahul Falah, Riwayat Perjuangan KH. Abdul Halim (Bandung: Masyarakat Sejarawan Indonesia
Cabang Jawa Barat, 2008), 46.
36Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES, 1980), 83
37Miftahul, Riwayat Perjuangan, 47.
38Ibid., 48.


